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TANPA
KEMISKINAN

TARGET

TUJUAN 1

MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN

INDIKATOR

‘ KETERANGAN

1.1 Pada tahun 2030, 1.1.1 Tingkat kemiskinan ekstrim. Indikator global yang
mengentaskan kemiskinan akan dikembangkan.
ekstrim bagi semua orang
yang saat ini berpendapatan
kurang dari 1,25 dolar
Amerika per hari.
1.2 Pada tahun 2030, 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup Indikator nasional
mengurangi setidaknya di bawah garis kemiskinan yang sesuai dengan
setengah proporsi laki-laki, nasional, menurut jenis kelamin indikator global (ada
perempuan dan anak-anak dan kelompok umur. di dalam lampiran
dari semua usia, yang hidup perpres).
dalam kemiskinan di semua - - -
dimensi, sesuai dengan 1.2.2 Persentase 1ak1—lak.1, peremplflan Indlkatf)r global yang
definisi nasional. dan angk-anak dari sen.1ua‘ usia, akan dikembangkan.

yang hidup dalam kemiskinan

dalam berbagai dimensi, sesuai

dengan definisi nasional.
1.3 Menerapkan secara 1.3.1 Proporsi penduduk yang menerima | Indikator global yang
nasional sistem dan upaya program perlindungan sosial, memiliki proksi dan
perlindungan sosial yang menurut jenis kelamin, untuk akan dikembangkan.
tepat bagi semua, termasuk kategori kelompok anak
kelompok yang paling berkebutuhan khusus,
miskin, dan pada tahun 2030 pengangguran, lansia, penyandang
mencapai cakupan difabilitas, ibu hamil/melahirkan,
substansial bagi kelompok korban kecelakaan kerja,
miskin dan rentan. kelompok miskin dan rentan.

1.3.1.(a) | Proporsi peserta jaminan Indikator nasional

kesehatan melalui SJSN Bidang
Kesehatan.

sebagai proksi
indikator global (ada
di dalam lampiran

perpres).
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TARGET

INDIKATOR ‘ KETERANGAN
1.3.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan | Indikator nasional
Sosial Bidang Ketenagakerjaan. sebagai proksi
indikator global (ada
di dalam lampiran
perpres).
1.3.1.(c) | Persentase penyandang disabilitas | Indikator nasional
yang miskin dan rentan yang sebagai tambahan
terpenuhi hak dasarnya dan indikator global (ada
inklusivitas. di dalam lampiran
perpres).
1.3.1.(d) | Jumlah rumah tangga yang Indikator nasional

mendapatkan bantuan tunai
bersyarat/Program Keluarga
Harapan.

sebagai tambahan
indikator global (ada
di dalam lampiran
perpres).

1.4 Pada tahun 2030,
menjamin bahwa semua
laki-laki dan perempuan,
khususnya masyarakat
miskin dan rentan, memiliki
hak yang sama terhadap
sumber daya ekonomi, serta
akses terhadap pelayanan
dasar, kepemilikan dan
kontrol atas tanah dan
bentuk kepemilikan lain,
warisan, sumber daya alam,
teknologi baru, dan jasa
keuangan yang tepat,
termasuk keuangan mikro.

14.1 Proporsi penduduk/rumah tangga | Indikator global yang
dengan akses terhadap pelayanan | memiliki proksi dan
dasar. akan dikembangkan

1.4.1.(a) | Persentase perempuan pernah Indikator nasional
kawin umur 15-49 tahun yang sebagai proksi
proses melahirkan terakhirnya di indikator global (ada
fasilitas kesehatan. di dalam lampiran

perpres).

1.4.1.(b) | Persentase anak umur 12-23 bulan | Indikator nasional
yang menerima imunisasi dasar sebagai proksi
lengkap. indikator global (ada

di dalam lampiran
perpres).

1.4.1.(c) | Prevalensi penggunaan metode Indikator nasional
kontrasepsi (CPR) semua cara pada | sebagai proksi
Pasangan Usia Subur (PUS) usia 18- | indikator global (ada
49 tahun yang berstatus kawin. di dalam lampiran

perpres).

1.4.1.(d) | Persentase rumah tangga yang Indikator nasional
memiliki akses terhadap layanan sebagai proksi
sumber air minum layak dan indikator global (ada
berkelanjutan. di dalam lampiran

perpres).

1.4.1.(e) | Persentase rumah tangga yang Indikator nasional
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TARGET

INDIKATOR

memiliki akses terhadap layanan
sanitasi layak dan berkelanjutan.

‘ KETERANGAN

sebagai proksi
indikator global (ada
di dalam lampiran
perpres).

1.4.1.(5

Persentase rumah tangga kumuh
perkotaan.

Indikator nasional
sebagai proksi
indikator global (ada
di dalam lampiran
perpres).

1.4.1.(g)

Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/Ml/sederajat.

Indikator nasional
sebagai proksi
indikator global (ada
di dalam lampiran
perpres).

1.4.1.(h)

Angka PartisipasiMurni (APM)
SMP/MTs/sederajat.

Indikator nasional
sebagai proksi
indikator global (ada
di dalam lampiran
perpres).

1.4.1.(3)

Angka Partisipasi Murni (APM)
SMA/MA/sederajat.

Indikator nasional
sebagai proksi
indikator global (ada
di dalam lampiran
perpres).

1.4.1.G)

Persentase penduduk umur 0-17
tahun dengan kepemilikan akta
kelahiran.

Indikator nasional
sebagai proksi
indikator global (ada
di dalam lampiran
perpres).

14.1.(k)

Persentase rumah tangga miskin
dan rentan yang sumber
penerangan utamanya listrik baik
dari PLN dan bukan PLN.

Indikator nasional
sebagai proksi
indikator global (ada
di dalam lampiran
perpres).

1.4.2

Proporsi dari penduduk dewasa
yang mendapatkan hak atas tanah
yang didasari oleh dokumen
hukum dan yang memiliki hak atas
tanah berdasarkan jenis kelamin

Indikator global yang
akan dikembangkan.
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TARGET

INDIKATOR

dan tipe kepemilikan.

‘ KETERANGAN

1.5 Pada tahun 2030,
membangun ketahanan
masyarakat miskin dan
mereka yang berada dalam
kondisi rentan, dan
mengurangi kerentanan
mereka terhadap kejadian
ekstrim terkait iklim dan
guncangan ekonomi, sosial,
lingkungan, dan bencana.

1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, Indikator nasional
dan terkena dampak bencana per yang sesuai dengan
100.000 orang. indikator global (tidak

ada di dalam lampiran
perpres).

1.5.1.(a) | Jumlah lokasi penguatan Indikator nasional
pengurangan risiko bencana sebagai tambahan
daerah. indikator global (ada

di dalam lampiran
perpres).

1.5.1.(b) | Pemenuhan kebutuhan dasar Indikator nasional
korban bencana sosial. sebagai tambahan

indikator global (ada
di dalam lampiran
perpres).

1.5.1.(c) | Pendampingan psikososial korban | Indikator nasional
bencana sosial. sebagai tambahan

indikator global (ada
di dalam lampiran
perpres).

1.5.1.(d) | Jumlah daerah bencana Indikator nasional
alam/bencana sosial yang sebagai tambahan
mendapat pendidikan layanan indikator global (ada
khusus. di dalam lampiran

perpres).

1.6.1.(e) | Indeks risiko bencana pada pusat- | Indikator nasional
pusat pertumbuhan yang berisiko sebagai tambahan
tinggi. indikator global (ada

di dalam lampiran
perpres).

1.5.2 Jumlah kerugian ekonomi langsung | Indikator global yang
akibat bencana terhadap GDP memiliki proksi dan
global. akan dikembangkan.

1.5.2.(a) | Jumlah kerugian ekonomi langsung | Indikator nasional

akibat bencana.

sebagai proksi
indikator global (tidak
ada di dalam lampiran
perpres).
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TARGET INDIKATOR ‘ KETERANGAN
1.5.3* Dokumen strategi pengurangan Indikator nasional
risiko bencana (PRB) tingkat yang sesuai dengan
nasional dan daerah. indikator global (tidak
ada di dalam lampiran
perpres).
1.a Menjamin mobilisasi l.a.l* Proporsi sumber daya yang Indikator nasional
yang signifikan terkait dialokasikan oleh pemerintah yang sesuai dengan
sumber daya dari berbagai secara langsung untuk program indikator global (tidak
sumber, termasuk melalui pemberantasan kemiskinan. ada di dalam lampiran
kerjasama pembangunan perpres).
yang lebih baik, untuk = - -
menyediakan sarana yang l.a.2 Penge}ufslran untuk layanan pokok Indikator ngsmnal
memadai dan terjangkau (per%dldlkan, kesghatan dan : ‘yan‘g sesuai denga}n
bagi negara berkembang, perlindungan s951a1) sebaga1 1nd1k§tor global (t1fiak
Khususnya negara kurang persen.tase dari total belanja ada di dalam lampiran
berkembang untuk pemerintah. perpres).
melaksanakan program dan
kebijakan mengakhiri
kemiskinan di semua
dimensi.
1.b Membuat kerangka 1.b.1 Proporsi pengeluaran rutin dan Indikator global yang

kebijakan yang kuat di
tingkat nasional, regional
dan internasional,
berdasarkan strategi
pembangunan yang
memihak pada kelompok
miskin dan peka terhadap
isu gender untuk
mendukung investasi yang
cepat dalam tindakan

pemberantasan kemiskinan.

pembangunan pada sektor-sektor
yang memberi manfaat pada
kelompok perempuan, kelompok
miskin dan rentan.

akan dikembangkan.




TANPA
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TARGET 1.2
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TUJUAN 1

MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN

Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari
semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

INDIKATOR 1.2.1*

Persentase penduduk yang
hidup di bawah garis
kemiskinan nasional,
menurut jenis kelamin dan
kelompok umur.

KONSEP DAN DEFINISI

Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional
adalah banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
nasional dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang
sama dinyatakan dalam satuan persen (%).

Garis kemiskinan merupakan representase. dari jumlah rupiah
minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi » kebutuhan pokok
minimun makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan
kebutuhan pokok bukan makanan.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada waktu
tertentu dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya pada periode
waktu yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:
JPM
— o
P PM 7P X 100%
Keterangan:
PPM : Persentase penduduk yang hidup di bawah garis
kemiskinan nasional
JPM : Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

nasional pada waktu tertentu

()]
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JP : Jumlah penduduk pada periode waktu yang sama

MANFAAT

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi
untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan
(diukur dari sisi pengeluaran).

Dengan mengkombinasikan status kemiskinan dengan status pekerja,
konsep dari pekerja miskin tergambarkan. Hal ini bertujuan untuk
mengukur berapa bekerja dan tidak bekerja yang hidup dalam
kemiskinan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.

DISAGREGASI

1. Wilayah Administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
2. Jenis kelamin

3. Kelompok umur

4. Status pekerja

FREKUENSI"'WAKTU PENGUMPULAN DATA

1. Semesteran (untuk agregasi tingkat provinsi)
2. Tahunan (untuk agregasi tingkat kabupaten/kota).

Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk
kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok

miskin dan rentan.

INDIKATOR 1.3.1.(a)

Proporsi peserta jaminan
kesehatan melalui SJSN
Bidang Kesehatan.

KONSEP DAN DEFINISI

Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan
(Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial/BP]JS) dibandingkan dengan
jumlah  penduduk miskin dan rentan (penduduk 40%
terbawah/pendapatan terendah).

Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta jaminan kesehatan bagi
fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan dalam
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UU Sistem jaminan sosial nasional yang iurannya dibayar oleh
pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan.

Perlindungan sosial meliputi:

1) Jumlah alokasi dana yang dikeluarkan pemerintah untuk kesehatan
melalui jaminan sosial (PBI); dibagi dengan total APBN

2) Jumlah alokasi dana yang dikeluarkan pemerintah untuk bantuan
sosial (PKH, Program Indonesia Pintar/PIP, Rastra/Raskin/bantuan
pangan non tunai, KPS) dibagi dengan total APBN

Alokasi dan realisasi dana tersebut datanya diperoleh dari DJA
Kementerian keuangan web: anggaran.depkeu.go.id

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (BPJ]S)
dibagi dengan jumlah penduduk miskin dan rentan (penduduk 40%
terbawah/pendapatan terendah) dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:
JBPJS
- 0,
P BPJS 7P40% X 100%

Keterangan:

P BPJS : Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN
Bidang Kesehatan (BPJS)

JBPJS : Jumlah peserta jaminan kesehatan melalui SJSN
Bidang Kesehatan (BP]S)

JP40% : Jumlah penduduk miskin dan rentan (penduduk 40%
terbawah/pendapatan terendah)

MANFAAT

Penduduk miskin sangat rentan terhadap terjadinya risiko gangguan
kesehatan sehingga perlu dilindungi sistem pembiayaannya.
Pemerintah memberikan subsidi bantuan pelayanan kesehatan bagi
penduduk miskin dan rentan/tidak mampu (penduduk 40%
terbawah/pendapatan terendah), baik pada tingkat pelayanan primer,
sekunder, maupun tersier.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA




INDIKATOR 1.3.1.(b)

Proporsi peserta Program
Jaminan Sosial Bidang
Ketenagakerjaan.
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1. BPS : Basis Data Terpadu (BDT)

2. BPJS Kesehatan : Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)- data penerima
bantuan iuran (PBI)
3. Data dihitung dan dikoordinasikan oleh:
a. Direktorat Jenderal Penangan Fakir Miskin, Kementerian Sosial
b. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan
Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.
c. Pokja data dari kelompok kerja terpadu dari penanganan
kemiskinan
DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
2. Jenis kelamin
3. Kelompok umur

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

KONSEP DAN DEFINISI

Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan merupakan bagian dari Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan
menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib
berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN.
Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar hidup yang layak kepada setiap orang yang telah
membayar iuran apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan
hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit,
mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau
meninggal dunia.

Program-program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan terdiri atas:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Manfaat berupa uang tunai
dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta
mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh
lingkungan kerja.

. Jaminan Hari Tua (JHT): Manfaat uang tunai yang dibayarkan
sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal
dunia, atau mengalami cacat total tetap.

. Jaminan Pensiun (JP): Bertujuan untuk mempertahankan derajat
kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan

D

w
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memberikan penghasilan setelah mereka memasuki usia pensiun,
mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

4. Jaminan Kematian (JKm): Manfaat uang tunai yang diberikan kepada
ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan
kerja.

Seluruh pekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib
menjadi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan yang
dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, termasuk orang asing yang telah
bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar
iuran.

Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang
Ketenagakerjaan adalah banyaknya pekerja yang telah membayar
iuran (Pasal 1 angka 8 UU SJSN), yang memiliki jaminan kecelakaan
kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Jumlah pekerja yang memiliki jaminan sosial bidang ketenagakerjaan
pada periode waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh pekerja
pada periode waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen
(%).

Rumus:
JPSJSN-K
- — 0,
PSJSN-K 7P X 100%

Keterangan:

PSJSN-K ;. Proporsipeserta Program SJSN Ketenagakerjaan

JPSJSN-K : Jumlah pekerja yang memiliki jaminan sosial
bidang ketenagakerjaan pada periode waktu
tertentu

JP : Jumlah seluruh pekerja pada periode waktu yang
sama

MANFAAT

Menunjukkan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang
layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya apabila
terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya
pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja,
memasuki usia lanjut/ pensiun, atau meninggal dunia.

10



INDIKATOR 1.3.1.(c)

Persentase penyandang
disabilitas yang miskin dan
rentan yang terpenuhi hak
dasarnya dan inklusivitas.
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SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. BPJS Ketenagakerjaan: untuk data jumlah pekerja yang memiliki
jaminan sosial bidang ketenagakerjaan

2. BPS: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) untuk data
estimasi populasi jumlah pekerja dari sampel
DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
2. Jenis kelamin

3. Kelompok umur

4. Status pekerja: formal dan informal

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

KONSEP DAN DEFINISI

Penyandang Disabilitas (menurut UU NO0.8/2016) adalah setiap orang
yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau
sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan
lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk
berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya
berdasarkan kesamaan hak.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Jumlah penyandang disabilitas penerima program rehabilitas sosial di
bagi dengan jumlah populasi penyandang disabilitas.

Rumus:
JPRS
— 0,
P DMMR JPPD X 100%
Keterangan:
P DMMR : Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan
rentan
JPRS : Jumlah penyandang disabilitas penerima program

rehabilitas sosial

11



INDIKATOR 1..3.1.(d)

Jumlah rumah tangga yang
mendapatkan bantuan tunai
bersyarat/Program Keluarga
Harapan.
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JPPD : Jumlah populasi penyandang disabilitas

MANFAAT

Penyandang disabilitas mendapatkan rehabilitasi sosial agar terpenuhi
hak dasarnya.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Sosial: Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) dan
sinergi dengan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional
2. Jenis kelamin
3. Kelompok umur

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

KONSEP DAN DEFINISI

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program asistensi sosial
kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan
memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku
miskin. PKH juga sebagai sarana untuk mengembangkan sistem
jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin. Program serupa ini di
negara lain dikenal dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT)
atau Bantuan Tunai Bersyarat.

PKH diperuntukan bagi rumah tangga/keluarga miskin, namun
diutamakan bagi rumah tangga/keluarga sangat miskin yang memiliki
ibu hamil/menyusui, dan anak umur 0-15 tahun, atau anak umur 15-18
tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasarnya, lansia dan
penyandang disabilitas. Mulai tahun 2016, target yang menjadi
penerima bantuan tunai bersyarat adalah keluarga miskin.

PKH adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada rumah
tangga/keluarga miskin dan rumah tangga/keluarga sangat miskin.
Sebagai bantuan tunai bersyarat imbalannya rumah tangga/keluarga

miskin dan rumah tangga/keluarga sangat miskin diwajibkan

12
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memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan
kualitas sumber daya manusia melalui aspek pendidikan dan
kesehatan.

Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai
bersyarat/Program Keluarga Harapan adalah banyaknya keluarga
miskin dan rentan (40% berpendapatan terendah) yang menjadi
peserta Program Keluarga Harapan oleh Kementerian Sosial.

Catatan: rumah tangga yang dimaksud adalah keluarga miskin
menurut data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Kementerian
Sosial sebagai validasi tahunan.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menjadi peserta Program
Keluarga Harapan.

Rumus: -

MANFAAT

Memantau upaya. pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan
meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama kelompok
masyarakat miskin. Secara jangka panjang, untuk memutus mata rantai
kemiskinan  rumah  tangga/keluarga  miskin dan  rumah
tangga/keluarga. sangat. miskin melalui peningkatan kualitas
kesehatan/nutrisi, pendidikan, dan kapasitas pendapatan anak (price
effect) serta memberikan kepastian akan masa depan anak (insurance
effect) dan mengubah perilaku (behaviour effect) keluarga miskin.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Sosial: laporan administratif tahunan dan Pemutakhiran
Basis Data Terpadu (PBDT) melalui sinergi dengan data Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
2. Jenis kelamin kepala rumah tangga

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan



TARGET 1.4

Versi 7 September 2017

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan
rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar,
kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi
baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.

INDIKATOR 1.4.1.(a)

Persentase perempuan
pernah kawin umur 15-49
tahun yang proses
melahirkan terakhirnya di
fasilitas kesehatan.

KONSEP DAN DEFINISI

Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses
melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan adalah perbandingan
antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang
pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan
proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dengan jumlah
perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan,
dinyatakan dengan persentase! Fasilitas kesehatan seperti; Rumah
Sakit/Rumah Sakit Bersalin, Klinik/Bidan/Praktek Dokter,
Puskesmas/Pustu/Polindes. Perhitungan indikator ini difokuskan pada
penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1
dan kuintil 2).

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Jumlah melahirkan terakhir pada perempuan pernah kawin umur 15-49
yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dalam dua
tahun terakhir dibagi jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49
tahun yang pernah melahirkan pada periode waktu yang sama dan
dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:
JPSalifaskes
. - 0
P Salifaskes JP15-49 X 100%

Keterangan:

P Salifaskes : Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49
tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas
kesehatan

JPSalifaskes : Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun

yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas
kesehatan (penduduk 40%
terbawah/berpendapatan rendah)

JP15-49 : Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun
yang pernah melakukan persalinan (penduduk 40%
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INDIKATOR 1.4.1.(b)

Persentase anak umur 12-23
bulan yang menerima
imunisasi dasar lengkap.

Versi 7 September 2017

terbawah/berpendapatan rendah)

MANFAAT

Pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan (Puskesmas, Puskesmas
Pembantu, Rumah Sakit) menunjukan kualitas terhadap pelayanan
kesehatan, sehingga risiko kematian ibu melahirkan menjadi rendah.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan
3. Kelompok pendapatan (pengeluaran)

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

KONSEP DAN DEFINISI

Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar
lengkap adalah perbandingan antara banyaknya anak umur 12-23
bulan yang telah menerima imunisasi dasar lengkap berupa DPT (3
kali), Polio (4 kali), campak (1 kali), BCG (1 kali), dan hepatitis B (4
kali) terhadap jumlah anak umur 12-23 bulan seluruhnya pada periode
yang sama. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40%
terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan :

Jumlah anak umur 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar
lengkap yaitu DPT (3 kali), Polio (4 kali), campak (1 kali), BCG (1 kali),
dan hepatitis B (4 kali) pada waktu tertentu dibagi jumlah anak umur
12-23 bulan pada periode yang sama dinyatakan dalam satuan persen
(%).
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Rumus:
JAIDL
_ 0,
PIDL JAlz-z3blm X 100%

Keterangan:

PIDL : Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima
imunisasi dasar lengkap

JAIDL : Banyaknya anak umur 12-23 bulan yang telah
menerima imunisasi dasar lengkap pada periode
waktu tertentu (penduduk 40%
terbawah/berpendapatan terendah)

JA12-23bln : Jumlah anak umur 12-23 bulan pada periode waktu
yang sama (penduduk 40% terbawah/berpendapatan
terendah)

MANFAAT

Ukuran pemantauan untuk cakupan imunisasi dasar. Karena imunisasi
campak diberikan pada umur 9-11 bulan sehingga dapat menunjukkan
kelengkapan imunisasi anak. Disamping itu imunisasi campak yang
diberikan kepada anak dapat memberikan perlindungan terhadap
penyakit campak yang dapat memberikan dampak terhadap
penurunanangka kematian balita.

SUMBER ,DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
bekerja sama dengan BPS: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
(SDKI).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan
3. Jenis kelamin

FREKUENSI'WAKTU PENGUMPULAN DATA

Lima (5) tahunan.



INDIKATOR 1.4.1.(c)

Prevalensi penggunaan
metode kontrasepsi (CPR)
semua cara pada Pasangan
Usia Subur (PUS) usia 15-49
tahun yang berstatus kawin.

Versi 7 September 2017

KONSEP DAN DEFINISI

Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada
Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin
adalah perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi
peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat
kontrasepsi) dengan jumlah seluruh PUS pada periode yang sama,
dinyatakan dalam satuan persen (%o).

Pertanyaan mengenai penggunaan alat/cara kontrasepsi baik modern
maupun tradisional ditanyakan pada perempuan pernah kawin umur
15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun
terakhir. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40%
terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan :

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang menjadi
peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan alat
kontrasepsi) dibagi jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49
tahun berstatus kawin, yang dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:
JPUS-CPRSC
= = 0
CPR-SC JPUS15-49 X 100%
Keterangan:
CPR-SC : Pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada

Pasangan Usia Subur (PUS) umurl15-49 tahun yang
berstatus kawin

JPUS-CPRSC : Jumlah PUS umur 15-49 tahun peserta KB aktif
yang menggunakan alat kontrasepsi semua cara
pada periode waktu tertentu (penduduk 40%
terbawah/berpendapatan terendah)

JPUS15-49 ¢ Jumlah PUS umur 15-49 tahun pada periode waktu
yang sama (penduduk 40%
terbawah/berpendapatan terendah)

MANFAAT

Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu
melalui pengaturan kelahiran. Indikator ini juga digunakan sebagai
proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi
kesehatan yang sangat esensial. Untuk menetapkan kebijakan
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INDIKATOR 1.4.1.(d)

Persentase rumah tangga
yang memiliki akses
terhadap layanan sumber air
minum layak dan
berkelanjutan.

Versi 7 September 2017

pengendalian kependudukan, penyediaan pelayanan KB serta
sterilisasi, pemasangan IUD, persiapan alat dan obat, serta pelayanan
konseling untuk menampung kebutuhan dan menanggapi keluhan
pemakaian kontrasepsi.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
bekerjasama dengan BPS: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
(SDKI).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Lima (5) tahunan.

KONSEP DAN DEFINISI

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa
proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat
langsung diminum (Permenkes No. 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang
Persyaratan Kualitas Air Minum)

Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi air
ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air,
penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung,
sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari
pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan
sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air
yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.

Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air
minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses
terhadap sumber air minum layak dengan rumah tangga seluruhnya,
dinyatakan dalam satuan persen (%). Perhitungan indikator ini
difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan
rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:
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Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum
berkualitas (layak) pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah rumah
tangga seluruhnya pada periode yang sama dinyatakan dalam satuan
persen (%).

Rumus:
JRTML
] o
P AML JRTS X 100%
Keterangan:
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap
P AML * layanan sumber air minumlayak dan berkelanjutan.
JRTML - Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air
minum berkualitas (layak).
JRTS - Jumlah rumah tangga seluruhnya. (penduduk 40%
terbawah/berpendapatan terendah)
MANFAAT

Memantau rumah tangga terhadap sumber air minum layak
berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air
yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak layak
adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit. Untuk akses
terhadap air minum yang aman membutuhkan pemeriksaan biologis,
fisika, kimia. Indonesia akan mengarah ke akses air minum yang aman
secara bertahap sampai dengan akhir tahun 2030.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan
3. Jenis kelamin kepala rumah tangga

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.



INDIKATOR 1.4.1.(e)

Persentase rumah tangga
yang memiliki akses

terhadap layanan sanitasi
layak dan berkelanjutan.

Versi 7 September 2017

KONSEP DAN DEFINISI

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat
kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau
plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya
menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air
Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah
tangga sendiri.

Sanitasi layak dan berkelanjutan meliputi 5 (lima) kriteria yaitu (1) stop
buang air besar sembarangan; (2) cuci tangan pakai sabun; (3)
pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga; (4) pengelolaan
sampah rumah tangga dengan aman; dan (8) pengelolaan limbah cair
rumah tangga dengan aman.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan
sanitasi layak adalah jumlah rumah tangga yang memiliki akses
terhadap fasilitas sanitasi yang layak dibagi dengan rumah tangga
seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%).

Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah
yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi
yang.layak pada waktu tertentu dibagi dengan rumah tangga pada
periode waktu yang sama, dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:
JRTSL
- (1)
P LSL JRTS X 100%
Keterangan:
P LSL Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap
* layanan sanitasi layak dan berkelanjutan
JRTSL  : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas
sanitasi layak
JRTS :  Jumlah rumah tangga seluruhnya (40% berpendapatan
terendah)
MANFAAT

Fasilitas sanitasi yang layak sangat penting untuk mengukur rumah
tangga baik yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak baik
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INDIKATOR 1.4.1.(f)

Persentase rumah tangga
kumuh perkotaan.

Versi 7 September 2017

yang ada di daerah perkotaan maupun perdesaan. Indikator ini
menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan
3. Jenis kelamin kepala rumah tangga

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

KONSEP DAN DEFINISI

Daerah kumuh adalah daerah atau kawasan tempat tinggal (hunian)
yang dihuni sekelompok orang yang menempati bangunan sementara,
tidak ada akses air yang aman untuk diminum, tidak ada fasilitas
sanitasi yang layak, dan kondisi lingkungan yang tidak memadai.
Persentase rumah tangga kumuh adalah perbandingan antara
banyaknya rumah tangga kumuh dengan jumlah rumah tangga
seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumah tangga kumuh didefinisikan sebagai rumah tangga yang tidak
memiliki akses terhadap sumber air minum layak, sanitasi layak, luas
lantai > 7, 2 m? per kapita, kondisi atap, lantai, dan dinding yang layak.
Dihitung dengan menggunakan pembobot untuk masing-masing
indikator, dikatakan kumuh jika rumah tangga memiliki nilai kategori
> 38%. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40%
terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah rumah tangga kumuh di perkotaan dibagi dengan jumlah
rumah tangga di perkotaan dinyatakan dalam satuan persen (%).



INDIKATOR 1.4.1.(g)

Angka Partisipasi Murni
(APM) SD/MlI/sederajat.

Versi 7 September 2017

Rumus:
JRTKP
- (1)
P RTKP JRTP X 100%

Keterangan:

PRTKP : Persentase rumah tangga kumuh perkotaan

JRTKP : Jumlah rumah tangga kumuh di perkotaan pada waktu
tertentu (penduduk 40% terbawah/berpendapatan
terendah)

JRTP : Jumlah rumah tangga di perkotaan pada periode waktu
yang sama (penduduk 40% terbawah/berpendapatan
terendah)

MANFAAT

Memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan . dan
permasalahan kemiskinan akibat ketimpangan pembangunan yang
tidak merata.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan
3. Jenis kelamin kepala rumah tangga

FREKUENSI'WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

KONSEP DAN DEFINISI

APM SD/Ml/sederajat adalah proporsi penduduk pada kelompok umur
7-12 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan
SD/Ml/sederajat terhadap penduduk kelompok umur 7-12 tahun.
Pendidikan NonFormal (Paket A) turut diperhitungkan. Perhitungan
indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat
pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).
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INDIKATOR 1.4.1.(h)

Angka Partisipasi Murni
(APM) SMP/MTs/sederajat.

Versi 7 September 2017

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

APM: Jumlah murid umur 7-12 tahun yang bersekolah di tingkat
SD/Ml/sederajat dibagi jumlah penduduk umur 7-12 tahun dan
dinyatakan dalam satuan persen (%o).

Rumus APM:
JMSD
— o
APM SD JPT-12 X 100%

Keterangan:

APM SD :  Angka Partisipasi Murni (APM) di SD/MI/sederajat

JMSD :  Jumlah murid tingkat SD/MI /sederajat umur 7-12
tahun (penduduk  40% terbawah/berpendapatan
terendah)

JP1-12 :  Jumlah penduduk umur 7-12 tahun (penduduk 40%
terbawah/berpendapatan terendah)

MANFAAT

Indikator ini untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap
penduduk< usia sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak
penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas
pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100,
berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan.

FREKUENSI'WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

KONSEP DAN DEFINISI

APM SMP/MTs/sederajat adalah proporsi penduduk pada kelompok
umur 13-15 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan
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SMP/MTs/sederajat terhadap penduduk kelompok umur 13-15 tahun.
Pendidikan NonFormal (Paket B) turut diperhitungkan. Perhitungan
indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat
pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

APM: Jumlah murid umur 13-15 tahun yang bersekolah di tingkat
SMP/MTs/sederajat dibagi jumlah penduduk umur 13-15 tahun dan
dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus APM:
JMSMP
— (V)
APM SMP JP13-15 X 100%

Keterangan:

APM SMP . Angka Partisipasi Murni (APM) di SMP/MTs/sederajat

JMSMP : Jumlah murid tingkat SMP/MTs/sederajat umur 13-18
tahun (penduduk 40% terbawah/berpendapatan
terendah)

JP13-15 ¢ Jumlah penduduk uwmurl3-15 tahun (penduduk 40%
terbawah/berpendapatan terendah)

MANFAAT

Indikator ini untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap
penduduk wusia sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak
penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas
pendidikan sesuai. pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100,
berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota,
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.



INDIKATOR 1.4.1.(i)

Angka Partisipasi Murni
(APM) SMA/MA/sederajat.

Versi 7 September 2017

KONSEP DAN DEFINISI

APM SMA/MA/sederajat adalah proporsi penduduk pada kelompok
umur 16-18 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan
SMA/MA/sederajat terhadap penduduk kelompok umur 16-18 tahun.
Pendidikan NonFormal (Paket C) turut diperhitungkan. Perhitungan
indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat
pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

APM: Jumlah murid umur 16-18 tahun yang bersekolah di tingkat
SMA/MA/sederajat dibagi jumlah penduduk umur 16-18 tahun dan
dinyatakan dalam satuan persen (%0).

Rumus APM:
JMSMA
- o
APM SMA JP16-18 X 100%

Keterangan:

APM SMA : Angka Partisipasi Murni (APM) di
SMA/MA/sederajat

JMSMA :  Jumlah murid tingkat SMA/MA/sederajat umur 16-
18 tahun (penduduk 40% terbawah/berpendapatan
terendah)

JP16-18 : Jumlah penduduk umurl6-18 tahun (penduduk 40%
terbawah/berpendapatan terendah)

MANFAAT

Indikator ini untuk/mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap
penduduk usia< sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak
penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas
pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100,
berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota
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INDIKATOR 1.4.1.(j)

Persentase penduduk umur
0-17 tahun dengan
kepemilikan akta kelahiran.

Versi 7 September 2017

2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

KONSEP DAN DEFINISI

Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan
oleh kantor catatan sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari
rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta kelahiran merupakan
dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru
lahir.

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, yang dimaksud dengan canak adalah seseorang yang belum
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Jumlah penduduk umur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran dibagi
dengan jumlah penduduk pada kelompok umur 0-17 tahun, dinyatakan
dalam satuan persen (%).

Rumus:
JPKAL
PKAL = JP0-117 X 100%
Keterangan:

PKAL ;. Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan
kepemilikan akta kelahiran

JPKAL : Jumlah penduduk umur 0-17 tahun yang memiliki akta
kelahiran pada waktu tertentu (penduduk 40%
terbawah/berpendapatan terendah)

JPO-117 :  Jumlah penduduk umur 0-17 tahun pada periode waktu
yang sama (penduduk 40% terbawah/berpendapatan
terendah)

MANFAAT
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INDIKATOR 1.4.1.(K)

Persentase rumah tangga
miskin dan rentan yang
sumber penerangan
utamanya listrik baik dari
PLN dan bukan PLN.

Versi 7 September 2017

Untuk mengukur banyaknya anak yang memiliki akta kelahiran
sebelum melewati masa umur yang dianggap sebagai anak dan dapat
memasuki dunia kerja maupun usia pernikahan.

Kepemilikan akta tersebut menjadi salah satu identitas diri dan akan
terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) serta diberikan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk mengakses layanan dan
jaminan social serta pelayanan masyarakat.

Pengukuran indikator ini didasari oleh pemikiran bahwa pencatatan
kelahiran anak dalam bentuk akta kelahiran adalah langkah awal
dalam menjamin pengakuan anak di hadapan hukum, melindungi hak-
haknya, dan memastikan bahwa kelalaian dalam hak ini tidak terjadi.
Anak tanpa dokumen identifikasi resmi akan ditolak mendapatkan
layanan kesehatan dan pendidikan. Lebih jauh, anak dapat memasuki
pernikahan atau dunia kerja, dipaksa masuk dalam militer sebelum
usia legal yang ditentukan ketika tidak memiliki akta kelahiran. Ketika
sudah dewasa, akta kelahiran diperlukan untuk mendapat jaminan
sosial atau pekerjaan di sektor formal, pembelian properti atau lahan,
hak memilih dan mendapatkan paspor.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.
2. Kementerian Dalam Negeri: Data catatan sipil.

DISAGREGASI

1..-Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaaan

3. Jenis kelamin

4. Kelompok umur

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

KONSEP DAN DEFINISI

Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan
utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN adalah Jumlah Rumah
Tangga Miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya dari
listrik baik PLN dan bukan PLN dibagi dengan jumlah Rumah tangga
yang miskin dan rentan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Sumber listrik bukan PLN meliputi sumber penerangan listrik yang
dikelola oleh instansi atau oleh pihak lain selain PLN termasuk yang
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menggunakan sumber penerangan dari AKI, generator, PLT surya
(solar cell).

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan
utamanya dari PLN dan bukan PLN dibagi dengan jumlah total rumah
tangga yang miskin dan rentan, dinyatakan dalam satuan persen (%)

Rumus:
JRTSPU
PSPU = IRTS X 100%
Keterangan:

PSPU : Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang
sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan
bukan PLN

JRTSPU : Jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang sumber
penerangan utamanya dari PLN dan bukan PLN
(penduduk 40% terbawah/berpendapatan terendah)

JRTS : Jumlah total rumah tangga yang miskin dan rentan
(penduduk 40% terbawah/berpendapatan terendah)

MANFAAT

Penyediaan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin tersedianya
tenaga listrik dalam jumlah cukup, kualitas yang baik, dan harga yang
wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan
ekonomi yang berkelanjutan.

Indikator ini. diperlukan untuk memantau kecenderungan rumah
tangga miskin yang memiliki akses terhadap listrik penerangan.
Diharapkan dengan adanya akses terhadap listrik maka keluarga
tersebut mempunyai kesempatan untuk meningkatkan produktivitas,
pendididkan, kesehatan dan akses terhadap informasi.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.

DISAGREGASI
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TARGET 1.5
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1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan
3. Jenis kelamin kepala rumah tangga

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi
rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan
ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.

INDIKATOR 1.5.1*

Jumlah korban meninggal,
hilang, dan terkena dampak
bencana per 100.000 orang.

KONSEP DAN DEFINISI

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun
faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
psikologis (UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana).

Jumlah korban meninggal adalah jumlah orang yang dilaporkan
tewas atau meninggal dunia akibat bencana.

Jumlah korban hilang adalah jumlah orang yang dilaporkan hilang
atau tidak ditemukan atau. tidak diketahui keberadaannya setelah
terjadi bencana.

Jumlah korban terdampak (luka dan pengungsi) adalah jumlah
orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk
bencana, seperti kerusakan dan/atau kerugian harta benda, namun
masih dapat menempati tempat tinggalnya.

Korban terdampak yang dihitung merupakan korban terdampak
langsung yang terdiri atas korban terluka/sakit dan pengungsi.Korban
luka/sakit adalah orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam
keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat
jalan maupun rawat inap. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang
yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ke tempat
yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/jiwa untuk jangka
waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan Korban Meninggal:
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Jumlah korban meninggal akibat bencana dibagi jumlah penduduk
pada periode yang sama dikali 100.000 dan dinyatakan dengan satuan
orang.

Rumus Korban Meninggal:

_ (JKM
JKMgy = (I—P) x 100.000
Keterangan:
JKMgr : Jumlah korban meninggal per 100.000 orang
JKM : Jumlah korban meninggal akibat bencana

JP : Jumlah penduduk

Cara Perhitungan Korban Hilang:

Jumlah korban hilang akibat bencana dibagi jumlah penduduk pada
periode yang sama dikali 100.000 dan dinyatakan dengan satuan
orang.

Rumus Korban Hilang:

JKH
JKHg = (—) x 100.000

JP
Keterangan:
JKHgsg : Jumlah korban hilang per 100.000 orang

JKH : Jumlah korban hilang akibat bencana
JP :  Jumlah penduduk

Cara PerhitunganKorban Terluka:

Jumlah korban terluka akibat bencana dibagi jumlah penduduk pada
periode yang sama dikali 100.000 dan dinyatakan dengan satuan
orang.

Rumus Korban Terluka:

_ (JKL
IKLSR - (I_P) x 100.000
Keterangan:
JKLgr : Jumlah korban terluka per 100.000 orang
JKL : Jumlah korban terluka akibat bencana

JP : Jumlah penduduk
Cara Perhitungan Korban Mengungsi:

Jumlah korban mengungsi akibat bencana dibagi jumlah penduduk
pada periode yang sama dikali 100.000 dan dinyatakan dengan satuan
orang.
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INDIKATOR 1.5.1.(a)

Jumlah lokasi penguatan
pengurangan risiko bencana
daerah.

Versi 7 September 2017

Rumus Korban Mengungsi:

JKU
JKUgg = (—) x 100.000

P

Keterangan:
JKUsg : Jumlah korban mengungsi per 100.000 orang

JKU : Jumlah korban mengungsi akibat bencana
JP : Jumlah penduduk
MANFAAT

Memantau jumlah korban meninggal, hilang, terluka dan mengungsi
akibat bencana dari waktu ke waktu serta mengevaluasi capaian
pelaksanaan strategi dan implementasi pengurangan risiko bencana.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB): Data dan Informasi
Bencana Indonesia (DIBI).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
2. Jenis bencana

FREKUENSI| WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

KONSEP DAN DEFINISI

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun
faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
psikologis. (UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana)

Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah adalah
daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas dalam hal
penguatan pengurangan risiko bencana daerah.
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INDIKATOR 1.5.1.(b)

Pemenuhan kebutuhan dasar
korban bencana sosial.

Versi 7 September 2017

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Jumlah absolut daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan
kapasitas dalam hal penguatan pengurangan risiko bencana daerah.

Rumus: -

MANFAAT

Sebagai salah satu indikator yang bermanfaat bagi penyusunan
kebijakan umum, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan,evaluasi
dan analisis pelaporan di bidang pengurangan risiko bencana.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB): . Laporan
administratif tahunan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

KONSEP DAN DEFINISI

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun
faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
psikologis. (UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana)

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin
topan, dan tanah longsor. (UU No.24/2007 tentang Penanggulangan
Bencana).

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi
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Pendampingan psikososial
korban bencana sosial.
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konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan
teror. (UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana)

Data ini dihasilkan oleh Kementerian Sosial sebagai salah satu Program
Perlindungan dan Jaminan Sosial dan dilaksanakan dalam bentuk
kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Perlindungan
Sosial Korban Bencana Sosial.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Jumlah absolut pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi korban
bencana sosial, termasuk bagi anak, penyandang disabilitas dan lanjut
usia.

Rumus: -

MANFAAT

Masyarakat korban bencana dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya,
korban bencana yang mengalami psikososial dapat didampingi
aktifitasnya, wilayah bencana . alam/sosial . dapat diidentifikasi,
sehingga dapat dilakukan mitigasi bencana.

SUMBER/DAN,CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Sosial: laporan administratif tahunan
2. Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB): Laporan Indeks
Resiko Bencana

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

KONSEP DAN DEFINISI

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun
faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
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manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
psikologis. (UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana)

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin
topan, dan tanah longsor. (UU No.24/2007 tentang Penanggulangan
Bencana).

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi
konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan
teror. (UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana)

Masalah psikososial adalah masalah sosial yang mempunyai dampak
negatif dan berpengaruh terhadap’ munculnya gangguan jiwa atau
masalah sosial yang muncul sebagai dampak dari gangguan jiwa. (UU
No. 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa)

Data ini dihasilkan oleh Kementerian Sosial sebagai salah satu Program
Perlindungan dan Jaminan Sosial dan dilaksanakan dalam bentuk
kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Perlindungan
Sosial Korban Bencana Sosial.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Jumlah absolut pemberian asistensi sosial dalam bentuk
pendampingan psikososial korban bencana, termasuk bagi anak,
penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Rumus: -

MANFAAT

Masyarakat korban bencana dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya,
korban bencana yang mengalami psikososial dapat didampingi
aktifitasnya, wilayah bencana alam/sosial dapat diidentifikasi,
sehingga dapat dilakukan mitigasi bencana

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Sosial: laporan administratif tahunan
2. Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB): Laporan indeks
resiko bencana

DISAGREGASI




INDIKATOR 1.5.1.(d)

Jumlah daerah bencana
alam/bencana sosial yang
mendapat pendidikan
layanan khusus.
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Wilayah Administrasi: Nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

KONSEP DAN DEFINISI

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun
faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
psikologis. (UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana)

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh.alam antara lain berupa
gempa bumi, tsunami,  gunung meletus, banjir, kekeringan, angin
topan, dan tanah longsor. (UU No.24/2007 tentang Penanggulangan
Bencana).

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi
konflik sosial antarkelompok atau<antarkomunitas masyarakat, dan
teror. (UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana)

Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di
daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil,
dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu
dari segi ekonomi.

Data persentase daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat
pendidikan layanan khusus dihasilkan oleh Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan melalui sekretariat nasional sekolah dan madrasah
aman bencana dengan pelibatan multipihak, diantaranya yaitu dari
kementerian/lembaga dan mitra pembangunan nasional dan
internasional. Kementerian dan lembaga terkait yaitu Kementerian
Agama.

Sasaran dari pendidikan layanan khusus adalah daerah yang memiliki
Indeks Risiko Bencana tinggi dan sedang dan daerah yang terpapar
bencana yang mengakibatkan terganggunya layanan pendidikan
terhadap anak (siswa/siswi).
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METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Jumlah absolut daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat
pendidikan layanan khusus yaitu mencakup daerah yang memiliki
program pendidikan layanan khusus bencana berupa pendidikan
pengurangan risiko bencana dalam bentuk Sekolah/Madrasah Aman
Bencana (SMAB), Tanggap Darurat Bidang Pendidikan dan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi (RR) Bidang Pendidikan pasca Bencana.

Jumlah absolut pendidikan layanan khusus bencana dihitung melalui
penjumlahan: P PPRB (Persentase Pendidikan Pengurangan Risiko
Bencana dengan P PSD (Persentase pelaksanaan Sekolah Darurat dan P
RR (Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pendidikan pasca
Bencana), dibagi 3.

Cara perhitungan P PPRB;P PSD;dan P RR adalah sebagai berikut:

1. P PPRB (Persentase Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana),
yang diperoleh dengan perhitungan jumlah daerah yang
melaksanakan program SMAB dibagi jumlah daerah yang memiliki
indeks risiko bencana tinggi dan sedang dinyatakan dalam satuan
persen (%).

2. P PSD (Persentase pelaksanaan Sekolah Darurat) yang
diperoleh dengan perhitungan jumlah Daerah yang melaksanakan
tanggap darurat bidang pendidikan dibagi jumlah daerah yang
terpapar bencana yang berdampak pada gangguan layanan
pendidikan dinyatakan dalam satuan persen (%).

3: P RR (Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang

Pendidikan pasca Bencana) yang diperoleh dengan perhitungan
jumlah daerah yang melaksanakan program RR bidang pendidikan
dibagi jumlah daerah yang mengalami kerusakan fasilitas
pendidikan karena bencana dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus jumlah absolut pendidikan layanan khusus bencana:

P PPRB + P PSD+ P RR

JAPLKB = 3

Keterangan:

JAPLKB : Jumlah absolut pendidikan layanan khusus bencana

P PPRB : Persentase Pendidikan Pengurangan Risiko
Bencana

P PSD : Persentase pelaksanaan Sekolah Darurat

PRR : Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang
Pendidikan pasca Bencana

Rumus P PPRB:
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P PPRB =

Keterangan:
P PPRB

JDSMAB
JDIRBTS

Catatan:

JDSMAB
JDIRBTS

X 100%

Persentase  Pendidikan Pengurangan  Risiko
Bencana
Jumlah daerah yang melaksanakan program SMAB

jumlah daerah yang memiliki indeks risiko bencana
tinggi dan sedang

1. Data daerah yang memiliki indeks risiko tinggi dan sedang
tersedia di BNPB

2. Data sekolah yang memiliki <indeks risiko tinggi dan sedang
terhadap bencana masih berupa kajian, belum ada data wvalid,
sementara masih menggunakan data overlay sebaran sekolah di
daerah rawan bencana.

Rumus P PSD:

P PSD =

Keterangan:
P PSD
JDTDBP
JDBDGLP

Rumus P RR:

PRR =

Keterangan:
PRR
JDRRBP

JDKFPB

JDTDBP
JDBDGLP

X 100%

Persentase pelaksanaan sekolah darurat

Jumlah daerah yang melaksanakan tanggap darurat
bidang pendidikan

Jumlah daerah yang terpapar bencana yang
berdampak pada gangguan layanan pendidikan

JDRRBP
JDKFPB

X 100%

Persentase RR Bidang Pendidikan pasca Bencana
Jumlah daerah vyang melaksanakan program
Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang pendidikan
Jumlah daerah yang mengalami kerusakan fasilitas
pendidikan karena bencana

Catatan: rumus yg sama dapat digunakan dengan mengganti
cakupan daerah dengan satuan pendidikan.
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INDIKATOR 1.5.1.(e)

Indeks risiko bencana pada
pusat-pusat pertumbuhan
yang berisiko tinggi.
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MANFAAT

Pembelajaran dapat tetap terselenggara walau dalam situasi darurat
(Sekolah darurat) yaitu anak korban bencana tetap memperoleh hak
atas pendidikan. Masyarakat korban bencana dapat terpenuhi
kebutuhan dasarnya, korban bencana yang mengalami psikososial
dapat didampingi aktifitasnya, wilayah bencana alam/sosial dapat
diidentifikasi, sehingga dapat dilakukan mitigasi bencana.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN,DATA

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: laporan administratif
tahunan

2. Kementerian Agama: laporan administratif tahunan

3. Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB): Laporan Indeks
Resiko Bencana

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

KONSEP DAN DEFINISI

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah suatu perangkat analisis
kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata
kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian (indeks
rawan bencana, BNPB, 2013). IRB terdiri dari 71 indikator yang dapat
dilihat dari dokumen perangkat penilaian kapasitas daerah dari BNPB.
Saat ini IRB tersebut masih dikembangkan, hingga tahun 2016 BNPB
telah menerbitkan edisi 2.0.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

IRB adalah bahaya dikali dengan kerentanan dan dibagi dengan
kapasitas yang dinyatakan dengan satuan indeks risiko.

Rumus:
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kerentanan

IRB = bahaya x kapasitas

Catatan:

Bahaya dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data
frekuensi dan magnitude dari bahaya alam seperti banjir, longsor,
gempa bumi, tsunami, dll atau frekuensi (kemungkinan) bencana
tertentu cenderung terjadi dengan intensitas tertentu pada lokasi
tertentu

Kerentanan diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi,
fisik dan lingkungan.

Data kapasitas kemampuan diperoleh menggunakan metoda penilaian
kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan,
sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan
sistem kesiapsiagaan.

Unit terkecil yang dijadikan satuan penilaian fisik adalah kota seluruh
Indonesia.

MANFAAT

IRB ini dapat memberikan gambaran perbandingan tingkat risiko dari
suatu daerah dibandingkan dengan daerah yang lain. Berdasarkan
tingkat risiko ini dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk
melakukan analisis sebagai dasar dari kebijakan kelembagaan,
pendanaan, perencanaan, statistik dan operasionalisasi
penanggulangan bencana.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB): Laporan IRB
Indonesia.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi. kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Dua (2) tahunan.



INDIKATOR 1.5.2.(a)

Jumlah kerugian ekonomi
langsung akibat bencana.
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KONSEP DAN DEFINISI

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (IRBI Tahun
2013, BNPB).

Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan
lunak vyang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada
masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan
ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik (Perpres
No. 35 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur).

Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan
mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam
kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan (Permendagri No. 6
tahun 2007 tentang pentunjuk teknis penyusunan dan penetapan
standar pelayanan minimal).

Kerugian ekonomi langsung akibat bencana adalah penilaian kerugian
ekonomi pasca bencana pada berbagai sektor pembangunan
(pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor)
yang diakibatkan oleh bencana pada sebuah provinsi.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Banyaknya kerugian ekonomi langsung pada Kota ke-1 ditambah
dengan banyaknya kerugian ekonomi langsung pada Kota ke-2 hingga
Kota ke-n pada tahun yang sama, yang dinyatakan dengan satuan
rupiah.

Rumus:

JKE = KEP; + KEP; +.....+ KEPn

Keterangan:

JKE : Jumlah kerugian ekonomi akibat bencana pada tahun
yang sama

KEP, : Banyaknya kerugian ekonomi langsung pada Provinsi 1

KEP; : Banyaknya kerugian ekonomi langsung pada Provinsi 2
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INDIKATOR 1.5.3*

Dokumen strategi
pengurangan risiko bencana
(PRB) tingkat nasional dan
daerah.
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KEP, : Banyaknya kerugian ekonomi langsung pada Provinsi n

MANFAAT

Memonitor kerugian langsung akibat bencana sebagai salah satu
landasan penilaian kebutuhan pasca bencana, serta pelaksanaan
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada sebuah provinsi.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Nasional Pengendalian Bencana: Data dan Informasi Bencana
Indonesia  (DIBI) dan  JITUPASNA _ (Pengkajian Kebutuhan
Pascabencana).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: provinsi

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

KONSEP DAN DEFINISI

Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional
dan daerah adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana
aksi pencegahan bencana untuk mengurangi ancaman dan kerentanan
serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi
bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.

Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen
Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana (Jakstra PB); Rencana
Penanggulangan < Bencana Nasional (Renas PB) dan Rencana
Penanggulangan Bencana Daerah(RPBD), Rencana Aksi Nasional
Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB), dan Rencana Aksi Daerah
Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), serta Rencana Aksi Nasional
Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) dan Rencana Aksi Daerah
Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API).

Periode penyusunan dokumen adalah sebagai berikut:

1. Jakstra PB: 5 tahun

2. Renas PB dan RPBD: 5 tahun
3. RAN dan RAD PRB: 3 tahun
4. RAN dan RAD API: 5 tahun
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METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Indikator telah tercapai melalui tersedianya dokumen strategi PRB
tingkat nasional (Jakstra PB, Renas PB, RAN PRB, dan/atau RAN API)
dan daerah (RPBD, RAD PRB, dan/atau RAD API) yang telah disahkan
saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kebijakan
dan strategi, serta rencana aksi yang melandasi implementasi PRB di
tingkat nasional dan daerah pada tahun berjalan.

Rumus: -

MANFAAT

Memantau ketersediaan kebijakan, strategi, dan rencana aksi PRB
yang dituangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta para
pihak lainnya ke dalam strategi PRB tingkat. nasional dan daerah
(provinsi/kabupaten/kota).

Renas PB diperlukan dalam rangka:

1. Menyusun rencana penanggulangan bencana yang meliputi
pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan
pemulihan berdasarkan analisis risiko bencana serta menentukan
pilihan tindakan yang sesuai dengan fokus. prioritas, program,
sasaran, indikator capaian, dan kegiatan yang diperlukan.
Memberikan acuan kepada kementerian, lembaga pemerintah,
dan lembaga non pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan
penanggulangan bencana di Indonesia agar dapat melaksanakan
penanggulangan bencana secara terencana, terpadu,
terkoordinasi, dan menyeluruh.

SUMBER DAN CARA' PENGUMPULAN DATA

ro

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB sebagai
koordinator penyusunan dokumen strategi PRB: Laporan tahunan

2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
sebagai koordinator penyusunan RAD API: Laporan tahunan
DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.



TARGET 1.a
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Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui
kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau
bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan
kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.

INDIKATOR 1.a.1*

Proporsi sumber daya yang
dialokasikan oleh pemerintah
secara langsung untuk
program pemberantasan
kemiskinan.

KONSEP DAN DEFINISI

Penanggulangan kemiskinan memerlukan upaya bersama dari
berbagai K/L terkait yang dilaksanakan secara terkoordinasi. Hampir
semua K/L memiliki kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan
sesuai dengan tugas dan fungsi K/L tersebut. Untuk itu, diperlukan
perolehan data dan informasi tentang besaran dana untuk
penanggulangan kemiskinan dari tiap K/L. Dataproporsi sumber daya
yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program
pemberantasan kemiskinan dipublikasikan oleh Direktorat Sistem
Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
melalui website resmi (http://anggaran.depkeu.go.id).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah alokasi dana untuk penanggulangan kemiskinan dari seluruh
sektor dibagi dengan total APBN dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:
JAK
- 0,
PAK JAPEN X 100%

Keterangan:

PAK : Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh
pemerintah secara langsung untuk program
pemberantasan kemiskinan

JAK : Jumlah alokasi dana wuntuk penanggulangan
kemiskinan dari seluruh sektor

JAPBN : Total APBN tahun berjalan

MANFAAT

Makin tinggi alokasi dana untuk program penanggulangan kemiskinan
diharapkan akan berpengaruh dalam penurunan angka kemiskinan.
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INDIKATOR 1.a.2*

Pengeluaran untuk layanan
pokok (pendidikan,
kesehatan, dan perlindungan
sosial) sebagai persentase
dari total belanja pemerintah.
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Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan merupakan
prioritas dalam agenda pembangunan di tingkat nasional maupun
daerah.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

KONSEP DAN DEFINISI

Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan adalah besarnya
pengeluaran belanja pemerintah untuk pendidikan (termasuk gaji)
yang dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan. (Amandemen UUD
1945). Di daerah alokasi minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD). (Amandemen UUD 1945)

Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan adalah besarnya
pengeluaran belanja pemerintah untuk kesehatan selain gaji yang
dialokasikan minimal sebesar 5% dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) pada sektor kesehatan. Sedangkan alokasi di
daerah minimal 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD). (UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009)

Pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial meliputi:

1. Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk perlindungan
kesehatan melalui jaminan sosial (PBI) yang berasal dari APBN.

2. Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk bantuan sosial
(KIP, KPS, PKH, Rastra/Raskin) yang berasal dari APBN.

Catatan masukan: Untuk informasi pengeluaran rutin untuk layanan
pokok pada tingkat daerah (APBD) maka perhitungan akan
disesuaikan. Data pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan,
kesehatan, dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total
belanja pemerintah dipublikasikan oleh Direktorat Penanggulangan
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Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas dan
Direktorat Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran,
Kementerian Keuangan.

METODE PERHITUNGAN

Cara PerhitunganPendidikan:

Pengeluaran/Belanja Pendidikan = Jumlah dana yang dikeluarkan
untuk pendidikan dibagi dengan total belanja pemerintah pada
periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus Pendidikan:

JBP
PBP = JBS X 100%

Keterangan:

PBP : Persentase pengeluaran/belanja pemerintah  untuk
pendidikan

JBP :  Jumlah belanja pemerintah untuk sektor pendidikan

JBS : Total belanja pemerintah seluruhnya pada periode yang
sama

Cara Perhitungan Kesehatan:

Pengeluaran/Belanja Kesehatan = Jumlah dana yang dikeluarkan untuk
kesehatan dibagi dengan total belanja pemerintah pada periode yang
sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus Kesehatan:

JBK
PBK = JBS X 100%

Keterangan:

PBK : Persentase pengeluaran/belanja pemerintah  untuk
kesehatan

JBK :  Jumlah belanja pemerintah untuk sektor kesehatan

JBS : Total belanja pemerintah seluruhnya pada periode yang
sama

Cara Perhitungan Perlindungan Sosial:

Pengeluaran/Belanja Perlindungan Sosial = Jumlah dana yang
dikeluarkan untuk kesehatan dibagi dengan total belanja pemerintah
pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).
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Rumus Perlindungan Sosial:

JBPS
PBPS = JBS X 100%

Keterangan:

PBPS : Persentase pengeluaran/belanja pemerintah untuk
perlindungan sosial

JBPS : Jumlah belanja pemerintah untuk sektor perlindungan
sosial

JBS : Total belanja pemerintah seluruhnya pada periode yang
sama

MANFAAT

Pendidikan, kesehatan, dan < perlindungan sosial = merupakan
komponen penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya
manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan
produktivitas dan ekonomi yang pada gilirannya akan meningkatkan
daya saing bangsa. Dukungan sumber daya yang terus meningkat dan
berkelanjutan merupakan dengan penggunaan yang lebih efektif dan
efisien merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan
kualitas sumber daya manusia.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial,
Kementerian PPN/Bappenas

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.



